Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN
Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh

XXXXXXXXXXXX  RT 003/RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX

Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang

berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022, sebagai Penggugat;
melawan;

XXXXXXXXXXXX , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh
XXXXXXXXXXXX RT  003/RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX
Kecamatan  XXxxXxXxxxxxxx , Kabupaten Kebumen., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2022
telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tanggal

12 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan perkawinannya pada tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan
PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XxXxXxXXXxXxxxxx, Kabupaten
Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatatdalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : xXxXxxxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2008;
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PUiUS B KREHRJRGAR 9P T ergugat telah melakukan hubungan layaknya

suami istri (ba'dha dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama:

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat & tanggal lahir : Kebumen, 02
September 2009;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama merantau
di Jakarta sampai dengan akhir bulan Oktober 2011, selanjutnya sejak awal
bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat hidup bersama
membangun rumah di Dukuh  xxxxxxxxxxxx RT 003/RW 001, Desa
XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XxxXXxXxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2017 mulai sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang
dikarenakan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat, di
tambah lagi Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman lain (WIL);

5. Bahwa puncaknya adalah pada akhir bulan Oktober 2020 terjadi
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan
permasalahan yang sama, sejak itu pula Penggugat pulang kerumah
orangnya yangmasih satu RT;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
1(satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan
mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro dari Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada
Penggugat XXXXXXXXXXXX ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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PUiiaRkira3BKRIkaNAME EhB8KIPuN telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK XxxXxxxxxxxx tanggal 29-08-2012
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup
serta dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bulusesantren, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 21
Oktober 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena
saya kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah denganTergugat tahun 2008;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di
rumah kediaman bersama;

- Bahwa Setelah menikahPenggugat danTergugat telah dikaruniai 1
orang anak sekarang diasuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
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putusan MyHRPRa AR sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang,

selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi
saya tidak tahu namanya;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat swasta;

- Bahwa saya mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 % tahun,
Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena
saya tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah denganTergugat tahun 2008;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di
rumah kediaman bersama,;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penyebabnya perselisihan dan pertengkaran masalah
ekonomi, selain itu saya mendengar Tergugat telah menjalin
hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat Penggugat danTergugat
bertengkar;

- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah Penggugat pulang
kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang 1 tahun 6 bulan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang

pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;
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putusan grHwaRsHIaGuEHA0pthak Penggugat tidak mengajukan keterangan

tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar

perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat,
hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara
baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap
berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat
bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 003/RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX
, Kecamatan  xxoxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
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PUbERgAdIIaR KAGaMAd KEDOMER berwenang secara relatif untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya
telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2008 menurut hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat, dan Tergugat diduga
mempunyai Wanita Idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian

pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah

memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat

tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau di Jakarta
kemudian hidup di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
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putusgarvadekardiRy PeAdgufat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6
bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pernah diberi
nafkah lahir oleh Tergugat, dan Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman
lain (WIL);

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan
atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang
lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu
telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,

maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat
tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau di Jakarta
kemudian hidup di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6
bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak pernah diberi
nafkah lahir oleh Tergugat, dan Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman
lain (WIL);

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah
tangoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak
melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk
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PUHEABERRIK AMTRIRAHA§oRC YEng bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan
ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Alls o Gl Agde Bl lea g Jdag Ml de 4 acaill) 3)
Artinya: “Uika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( XxxXxxxxxxxxx ) terhadap
Penggugat ( XXXXXXXXXXXX );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkagipadisan 49 -Wjatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 M

bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1443 H oleh Drs. Romelan, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. A. Muhtarom masing — masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim
— hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardliyah Hayati sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Kharis Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti
Ttd
Dra. Hj. Mardliyah Hayati

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp  220.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 355.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal
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